
 
BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan penulisan latar belakang dan rumusan masalah yang terdapat di dalam 

Bab I serta berdasarkan pada pembahasan yang terdapat di dalam Bab II dan Bab III, maka 

dalam penulisan sripksi ini dapat ditarik kesimpulan yang diantaranya sebagai berikut : 

a)  Prak      buatan tersebut 

berm         pengembangan 

dunia       knya didasarkan 

pada        raktek Monopoli 

dan P        n pada Undang-

unda         mengakibatkan 

prakt         horizontal yang 

berpo       gan usaha tidak 

sehat  

b)  Merg        ius bagi hukum 

yang       k sehat. Merger 

juga menjadi obyek penanganan serius bagi otoritas persaingan usaha di Indonesia 

yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Oleh sebab itu, bagi pelaku usaha yang 

akan melakukan merger diharapkan secara sukarela melakukan Pra-notifikasi ke 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Pra-Notifikasi tersebut diatur dalam 

Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pra-Notifikasi Penggabungan, 

Peleburan dan Pengambilalihan yang dibentuk karena Peraturan Pemerintah yang 

diamanatkan oleh pasal 28 ayat 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 belum 



terbentuk. Peraturan KPPU tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian 

hukum bagi pelaku usaha dalam melakukan strategi bisnisnya serta bermanfaat 

bagi peningkatan efektivitas dan efisiensi dunia usaha. 

4.2 Saran 

a) Dalam dunia usaha, kompetisi atau persaingan merupakan suatu tuntutan dan bahkan 

kebutuhan yang dianggap wajar adanya. Merger merupakan salah satu bentuk 

kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha yang dilakukan dengan alasan untuk 

mewujudk  t j  h  di  h  tid k l  mulai dari awal 

suatu bis          pada perusahaan 

guna me     n merger yang 

dilakuka         ntimonopoli dan 

persainga         lum melakukan 

merger h      a KPPU seperti 

yang tela          otifikasi tersebut 

dilaporka         trak, perjanjian, 

memoran         lis lainnya yang 

menunju        m pelaku usaha 

melapork       Bank Indonesia, 

Departemen Hukum dan HAM, atau badan berwenang lainnya. Perbuatan pelaku 

usaha dianggap sah sepanjang tidak melawan hukum dan tidak mengurangi esensi 

persaingan usaha yang dilakukan secara sehat dan wajar, dan bahkan mungkin akan 

membawa kemaslahatan pada rakyat banyak.  

b) Diharapkan bagi pemerintah agar segera menerbitkan Peraturan Pemerintah mengenai 

ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan ( merger ) seperti yang diamanatkan 

pasal 28 ayat 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek  


